Arja, s. (2000). akuntabilitas dan pengukuran kinerja pemerintah. jurnal akuntansi

dan keuangan , vol 2 no 2.

DKk, c. w. (2015). akuntabilitas sosial pada pemerintahan lokal (studi terbentuknya
akuntabilitas sosial masyarakat kelurahan kalisoro). 1JPA-The Indonesian

Journal of.

Kurniawan, t. (2009). membangun mekanisme akuntabilitas publik dan partisipasi
masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di indonesia . mekanisme

akuntabilitas publik .

Mahmudi. (2009). akuntabilitas kinerja . 9.

Manopo, d. (2014). pelaksanaan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa
(studi desa warisa kecamatan tawalan kabupaten minahasa utara ). E-Jurnal

Unsrat.

Mardiasmo. (2004). akuntansi sektor publik. Yogyakarta : Penerbit Andi .

Ratna. (2011). kearifan lokal sebagai semen pengikat kebudayaan. 94.

Sudana, a. (2015). akuntabilitas transparansi dan anggaran berbasis kinerja pada satuan
kerja perangkat daerah kota denpasar. E-jurnal akuntansi Universitas Udayana

,vol11no2:611-628.

Sugiyono. (2012). metode penelitian kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Supriadi. (2015). pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa .



Wahyuningsih, R. D. (2016). Patologi Akuntabilitas Sosial (studi kasus dalam proses
perencanaan penganggaran daerah dikota surakarta dan kota magelang).

Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.

Wibowo. (2015). kearifan lokal sebagai identitas kepribadian budaya sebuah bangsa .

17

Undang - Undang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kKinerja instansi

pemerintah .

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih
dari korupsi, kolusi dan nepotisme

Skripsi

Aini. (2013-2014). analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di

wilayah kecamatan purwossari kabupaten pasuruan . skripsi

Astuty, e. (2013). akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran

pendapatan dan belanja desa (APBDes) . skripsi.

Deki, p. (2013). pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap
kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah. skipsi Universitas Negeri

Padang .



Irma, a. (2015). akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di kecamatan dolo

selatan kabupaten sigi. skripsi.

Khuriyati, 1. (2016). Akuntabiloitas sosial dalam pengelolaan dana desa . skripsi.

Nugroho. (2014). kearifan masyarakaat using didesa kemiren kecamatan glagah
kabupaten banyuwangi provinsi jawa timur dalam konservasi air. skripsi

Fakultas Kehutanan Univesitas Gajah Mada Yogyakarta .

Oksilawati. (2015). analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi kasus :

desa bance kabupaten lumajang). skripsi .

Rewa, s. (2015). akuntabilitas sosial dalam perspektif governance. skripsi.

Setyoko, p. i. (2011). akuntabilitas administrasi keuangan program alokasi dana desa

(ADD). skripsi.

Sulmin, h. (2015). akuntabilitas penggunaan alokasi dana desa pada pemerintah desa

dikabupaten donggala. skripsi.



1. DRAF WAWANCARA

LAMPIRAN

indikator

Pertanyaan

Kepemimpinan
seseorang memiliki
karakteristik , mudah
berkomunikasi, kreatif
dan kepekaan

. Pelayanan sosial
sebagai bentuk usaha
dalam meningkatkan

sistem pemerintahan.

. Transparansi

pemerintah terhadap
maasyarakat dalam

mengakses informasi.

. Apakah bapak kepala desa memiliki

gaya kepemiimpinan dan karakteristik

sendiri dalam

. Apakah pelayanan sosial dapat

meingkatkan sistem pemerintahan
Bagaimana transparansi pemerintah

terhadap masyarakat ?

. Apakah pemerintah terhadap masyrakat

sudah transparan dalam hal mengakses

informasi

Insidental
pertanggungjawaban
perlu dilakukan dalam
kurun waktu tertentu
melalui berbagai
media

. Manajemen keluhan
sebuah gambaran

ketidak puasan suatu

pelayanan yngg

Bagaimana manajemen keluhan dalam
pelayanan pemerintah yg dibeirikan oleh
masyrakat

. Apa bentuk manajemen keluhan yang

diberikan masyrakat
Bagaimana sistem pertanggungjawaban
yang dilakukan ?

. Adakah kendala dalam pelaksanaan

pertanggung jawaban ?




diberikan pemerintah

kpd masyarakat

Melalui apa bentuk
pertanggungjawabnya ?media kah atau
tatap muka

Dalam berapa kurun waktu untuk

mempertanggung jawabkan ?

Peranan karang taruna
dalam peemerintah
desa

. Tokoh masyarakat
sebagai sistem
kontroling dalam
pelaksanaan
akuntabilitas

Peran RT dan RW
sebagai bagian dari
aparatur pemerintah

desa

. Apakah karang taruna bersinergitas

dalam pemerintah desa

Bagaimana peran tokkoh masyarakat
sebagai kontroling dalam akuntabilitas
Bagaimana peran rt dan rw sebagai

bagian dari aparatur desa

Respon positif dapat
langsung ditindak
lanjuti oleh pemeritah
. Respon kebijakan
dimana respon ini
memerlukan
pertimbangan

kebijakan

Bagaimana bentuk respon kebijakan
yang diberikan pemerintah
Bagaimana bentuk respon positif yang

diberikan pemeerintah

. Faktor penghambat dalam pelaksanaan

akuntabilitas ?




2. Apasaja kendala yang dihadapi ?
3. Tanggapan mengenai adanya

akuntabilitas ?










